
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Organisasi Perangkat Oaerah Kabupaten Bekasi. 

termasuk di dalamnya terdapat Pembentukan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah, guna melaksanakan 

ketentuan Pasaf 48 perlu disusun aturan pelaksanaanya 
kedalam organisasi dan tata kerja yang metiputi kewenangan. 

tugas pokok dan fungsi sena uraian tugas; 
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagairnana dimaksud pada 

hurul a di atas, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
• 
Penanggulangan Bencana Daerah tersebut per1u drtetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembenlukan 
Oaerah-daerah Kabupaten dalam Ungkungan Provinsi Jawa 

Barat (Berita Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian sebagaimana tetah d1 ubah dengan Undang· 

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Alas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

BUPATI BEKASI, 

TENT ANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

DEN GAN RAHM AT TU HAN YANG MAHA ESA 

NOMOR 24 TA.,l.tl 2011 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

Mengingat 

Menimbang 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemennlah. 

Pemerintahan Daerah Provlnsl, dan Pemerintahan Oaerah 
Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomo, 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737}; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahon 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penye!enggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia 
Nornor 4593); 

3. Undang·Undang Nomor 1 O T anun 2004 tentang Pembentvkan 
Pe,aturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Aepublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4389): 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan 

Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437): 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhlr dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang NOOlOr 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Oaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4438). 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 temang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Repub~k 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4723): 

Kepegawa,an Lembatan Negara Repub! k lndones,a Tahun 

1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor3890): 



: PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG ORGANISASI DAN 
TATA KERJA SADAN PENANGGULANGAN BENCANA 
DAERAH 

MEMUTUSKAN 

14. Peraluran Kepala Sadan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 3 T anun 2008 1en1ar1g Pedoman Pembe!ltukan Sadan 
Penanggula.ngan Bencana Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten BekaSl Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nornor 6): 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi 
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisas1 Perangkat Daerah 

Kabupaten Bekasi (Lembaran oaeren Kabupaten 6ekasl 
Tahun 2009 Nomor 7). 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tenlang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo, 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lnoonesta Noma, 4828): 

11. Peraturan Pemerin!ah Nomor 22 Tahun 2008 lentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahon 2008 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sadan 

Nasional Penanggulangan Bencana; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah; 

9 Peraturan Pemenn!ah Nomor 41 Tahun 2007 teniang 
Orgarnsasi Peranglcat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Noma, 4741 ): 

Menetapkan 

- 



Oalam Peraturan ,ni yang dimaksud dengan : 

1 Daerah adalah Kabupaten Bekasi: 
2. Pemenntah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai 

penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Bel<asi. 

3. Bupati adalah Bupatl Bekasi. 
4, Sekretaris Daerah aoalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi. 

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan 9encaM 
Daerah Kabupaten Bekasi. 

6. Kepala Badan adalah Kepala Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Bekasi. 

7. Pengarah Penanggulangan Bencana adalah Pengarah Penanggulangan Bencana 

pada Badan Pe<1anggulangan Bencana Daerah Kabupate<1 Bekasi. 

8. Pelaksana Penanggulangan Bencana adalah Pelaksana Penanggulangan Bencana 
pada Badan Penanggutangan Bencana Daerah Kabupaten Bel<asi. 

9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Petaksana Badan Penanggulangan Bencana 
Derah Kabupaten BekaSl. 

1 O. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian perisbwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan pengh1dupan masyarakat yang disebabkan baik oleh 
faktor atam darvatau taktor non alam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibat!<an timbulnya korban Jiwa manusia, kerusakan lingkungan. kerug,an 
harta benda dan dampak psikologis. 

11. Penanggulangan bencana adalah seranqkatan upaya yang meliputi penetapan 
kebijakan pembangunan yang befisiko timbulnya bencana. kegiatan pencegahan 
bencana, tanggap darurat dan rehabilttasi. 

12. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagru upaya 

untuk menghilangkan dan/atau mengurangl ancaman bencana. 
13. Kesiapsiaqaan adatah ssranqkatan kegiatan yang dilakukan untuk mengamisipaSI 

bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan 
berdaya guna. 

14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera 

mungkin kepada masyarakat tentang kemugkinan terjadinya beocaoa pada suatu 
tempat oleh lembaga yang berwenang. 

BAB 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
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Dalam menyetenggarakan pelaksanaan tugas. Badan mempunya, kewenangan : 

BAB II 

KEWENANGAN KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSt 
Bagian Kesatu 

Kewenangan 
Pasal 2 

If>. Mmgas, aoa!all se,ang..aian upaya untuJ.. mengurang, nS!Ko bencana. baik me.ab 
pemDangunan hs,k maup,.,n penyar..aran dan perungkatan kemampoon menghadap, 

ancaman bencana. 
16. Tanggap darurat bencana aoatan serangkaian keg.atan yang dilakukan dengan 

segera pada saat kejadian bencana untuk menangan, dampak burul< yang 
ditimbulkan, yang meliput, kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta 
benda pemenuhan kebutuhan dasar. perlindungan, pengurusan pengungsi. serta 

pemulihan sarana dan prasarana. 
i7. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulman semua aspek pelayanan publik atau 

masyarakat sarnpai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan 
sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek 

pemerinlahan dan kehldupan masyarakat pada wilayah pascabencana, 

18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, 

kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan 

maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan be.1<embangnya kegialan 

perekonomian. sosial dan budaya. tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya 
peran serta masyarakat dalam segala aspek kehldupan bermasyarakal pada 

wilayah pasca bencana. 
19. Wilayah benca.na adalah wilayah tertentu yang ter1<ena dampak bencana. 
20. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum. 

21. Pengu.'>gSi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar 
dari tempal tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai al<ibat dampak 

buruk benca.na. 
22. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah fima tahun, anak-anak. ibu harni 

atau menyusul, penyandang cacat can orang lanjut usia. 
23. Kelompok Jabatan FungsionaJ adatan Kelompok Pegawai Negeri SipU yang diberi 

tugas. wewenan1t dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
mslaksanakan kegiatan sesual dengan profesinya dalam upaya mendukung 

kelancaran tugas pokok Sadan. 



Sadan mempunyai tu_gas ; 

a. menetapkan pedornan clan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana 

yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darural. rehabilitasi. sena 
rekonsiruksl secara adil dan setara: 

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana: 

cf. menyusun dan menetapl<an prosedur tetap penanganan bencana; 

Bagian ketiga 
TugasPokok 

Pasal4 

(1 J Badan msrupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bekasi di bidang 

Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati. 

(2) Badan d1pimpin Kepala Badan yang secara ex-ottiao dijabat oleh Sekretaris 

Daerah. 

Bagian Kedua 

Kedudukan 
Pasal3 

a pe,,etaoan •©,a-at' ~ bencana seJatas dengan ·~lsan 
pembangunan oaeran 

b. pembuatan pereocanaan pembangunan yang memasul<i<an unsur-unsur kebijakan 
penanggulangan bencana; 

c pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggutangan bencana den9an 
prov,nsi dan/atau kab<JpatenJkota lain; 

d pengaturan penggunaan teknoloqi yang berpotsnsi sebagai sumber ancaman atau 

bahaya bencana: 
e perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan somber daya alam 

yang melebihi kemampuan alam; dan 
t. penerttban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berkai!an dengan 

penanggulangan bencana di daerah. 



- • 

(1) Badan terdin dari unsur-unsur: 

a. Pengarah Penanggulangan Bencana Oaerah; dan 
b. Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah. 

(2) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Oaerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari : 

a. Pimprnan: 
b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagran; 

BAB 111 
OAGANISASI 

Bagian Kesalu 
Unsur-unsur Organisasi 

Pasal6 - 

Dalam menyelenggarakan lugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4. Badan 
mempunyai fungsi : 

a. perumusan dan penetapan kebijakan per,anggulangan bencana dan penanganan 
pengungs, dengan bertindak cepat dan teoai, efektif dan efisien: 

b. pengkoordlnaslan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara 
terencana, terpadu dan menyeluruh: 

c. penyelenggaraan aominlstras! kesekretanatan: 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupali sesuai oengan tugas clan 

fungsinya. 

Bagian Keempa1 

Fungsi 
Pasal5 

f mengendahkan pengumpulan dan penyaluran uang can barang; 

g mempertanggungiawabkan p€nggunaan anggaran yang d~erima dari Anggaran 

Pendapatan dan Betanja oaeran; dan 

h. melaksanakan kewailban Jain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

e m<>..Japon<an ~ penangguiangan bencana kepada Kepaia Daerah 
seuap bulan sexa dalam kond•sa normal cian senap saat daJam kondisi darurat 
oencana· 



e. Bidang Rehabilitasi dan RekonstrukSi, membawahkan . 

1. Seksl RehabihtaSI; 

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik. membawahkan : 

1 . Seksi Kedaruratan; 

2. Seksi Logistik. 

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas : 

a. Kepala Pelaksana Badan: 
b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. membawahkan : 
1. Seksi Pencegahan; 

2. Seksi Kesiapsiagaan. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah 

Pasal8 

1 J Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sellagalmana dimaksud dalam 

Pasat 6 ayat (1) huruf a m&mpunyai fungso: 
a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; 

b. memantau: dan 
c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. 

(21 Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 9 

(sembilan) orang, terdirf atas: 

a. 5 (!Ima) peJabat dari instansillembaga pemerintah daerah: dan 

b. 4 (empat) dari anggota masyarakal protessonal di daerah. 

(3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b d•pilih 
melalui ujl kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwalolan Rakyat Daerah. 

(4) Keanggotaan unsur pengarah ditetapkan dengan Kepulusan Bupati. 

Pasal 7 

c Pelal<sana adaJal1 B,nang Sets,. Un,1 Pelal<sana Tel<nls Sadan Clan KelOmpok 
Jabalan Fungs,onaL 
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( 1) Kepala Bad an mempunyai tu gas : 

a. menetapkan pedoman dan pengarahan ternadap usana penangguiangan 

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, 
rehabilitasi. serta rekonstruksl secara adil dan merata ; 

b. rnenetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan • 
c. menyusun. rnenetapkan can menginformas,kan peta rawan bencana : 

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana. 
e. rnetaksanakan penyelenggaraan pe,1anggulangan bencana; 

t. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati sebulan 
sekall dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana : 

g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ; 
h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima can anggaran 

pendapatan clan belanja daerah : dan 

L metaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraiuran perundang-undangan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dlmaksud pada 

ayat (1 ), Kepala Badan mempunyai uraian tugas : 
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana 

yang mencakup pencegahan bencana. penanganan darurat. rehallilitasi serta 
rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata : 

b, merumuskan, menetapkan kebijakan operasionat, standarisasi dan kebutuhan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana ; 

Bagian Ketiga 

Bidang Tugas Unsur Organisasi 

Paragral 1 

Kepala Sadan dan Kepala Pelaksana 
Pasal9 

(2) Bagan Struktur OrganisasJ Sadan sebagaimana diatur datam Potaturan o,,e,an 

Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bekasl Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 

I KeiomDOK JaOaJan Fungs,onal. 
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(3) Datam menyetenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan (2). Kepala Sadan mempunya1 uraian tugas : 
a. merumuskan, menetapkan sena melaksanakan Rencana Strateg1s dan 

Rencana Kerja Sadan Penanggulangan Sencana Daerah dafam rangka 

kelancaran tugas: 

(2) Untuk metaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Sadan mempunyai tungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana daerah; 

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam penanggutangan 
bencana daeran: 

c. pembinaan. pelaksanaan tugas. dan evaluasi penanggulangan bencana daerah; 
d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

(t) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin. merumuskan. 
menyelenggarakan. membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah pada bidang penanggulangan bencana daerah. 

Pasal to 

c. merumus,,.;r can mene.apl<an l<eblial<all perencanaan penanggulangan 

beocana 
d. merumlJSkan dan menetapkan keb,Jakan operasonat penyusunan. penetapan 

dan pengernbangan 1nfomast pera rawan bencana : 
e. msrurnuskan dan menatapkan kebijakan operasonal pengembangan informasi 

daerah rawan bencana ; 
t. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap 

penanggulangan bencana ; 
g. merumuskan Clan menetapkan kebijakan operasional pQnyeiM{l{lmllllll 

penanggutangan bencana : 
h. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian 

pengumpulan dan penyaluran uang dan barang : 
i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang 

berasal dali anggaran pendapatan clan belanja daerah ; 

]. menyampalkan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada 
Bupati setiap bulan sekati dan setiap saatdalam keadaan darurat bencana: 

k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Supati sesua, 
bidang tugasnya. 



II 

h. menyusun reocana penyelenggaraan kegiatan Penanggulangan Bencana 
Daerah; 

I. merumuskan dan menetapkan kebijakan kegiatan Penanggulangan Bencana 
Oaerah; 

J· menganalisa dan mengembangkan informasi potens, beneana daerah ; 
k, menganalisa dan mengembangkan informasi peristlwa bencana daerah : 
I. menganalisa dan mengembangl<an informasi potens, penanggulangan bencana 

daerah : 
m. menghimpun dan meng1nventarisasikan kebijakan penanganan dan 

penanggulangan bencana daerah ; 
n. merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemanlaatan 

teknologi penanganan dan penanggulangan bencana daerah ; 
o. merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang berpotensi 

sebagai sumber ancaman atau bencana daeran ; 
p. msrumuskan-dan menyusun konsep ke,iasama penanganan dan penggulangan 

bencana daerah ; 
q. memantau dan mengevaluasi efektivltas kegiatan penanganan dan 

penanggulangan oencana daerah ; 

r. memantau dan mengevaluasi efektMtas pelaksanaan kebijakan penanganan 
dan penanggulangan bencana daerah: 

s. menyelenggarakan administrasi keuanqan dan aset daerah di ringkungan 
Badan; 

t. mengamankan dan memet1hara barang milik daeran yang berada dalam 
penguasaan Baden: 

u. menyampaikan Laporan Keuangan Badan: 

sebaga, Sadan kinerja e. menyampaikan laporan akunrab<litas 
pertanggungjawaban kepada Bupati; 

f membina dan mengevaluasl program dan kegiaran Sadan: 
g. menyiapkan penyusunan petun1uk teknis penyelenggaraan kegiatan 

Penanggulangan Bencana Oaerah: 

b ma,y,apv.v, oa"1an-OaMn RPJPD <Ian APJMO daiam btdang Penanggulaogan 
Bancana Oaera,~ sellagaJ bahan penyusunan APJ?D clan RPJMD Kabupaten; 

c, menylapkan banan-bahan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan bldang 
Penanggulan_gan Bencana Daerah sebaga, bahan penyusunan LPPD dan LPPD 

akhir masa [abatan Kabupaten: 
d. menyiapkan banao-oanan LKPJ akhir tahun dan akhlr masa jabalan Bupati 

paoa bldang Penanggulangan Sencana Daerah: 
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Sekretariat mempunyai fungs, : 

a. penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administras, urnum. 
keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluaSi dan pelaporan: 

b. perencanaan operasional kegiatan administrasi umum. keuangan dan 
kepegawalan; 

c. pengendalian dan pembinaan administrasi umum. keuangan dan kepegawaian 

serta perencanaan. evaluasi dan pelaporan; 
d. pengoordinasian penyusunan program dan lapofan bidang-bidang; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 

(3) Dal am menyelepggarakan tu gas pokok sebagaimana dimakSud pada Ayat (I). - 
(2) Sekretariat mengoordinir kegiatan bidang·bidang. 

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok 

memimpin, merencanakan. mengatur, mengoordinasikan dan rnengendalikan 
kegiatan operasional administrasi umum. keuangan dan kepegawaian serta 
pengetolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 

Paragraf 2 

Sektetariat 
Pasal 1 t 

v mernpejaia," ""€<"'.anarru can melal<saflai(af) pe,aruran perundang-un<laf\93J1 
yang ber1<a,:an oengan llogkup rugas pada Sadan sebaga, pedoman oaiam 

pelakSanaan 1ugaS. 

w. rnelaksanaka» koord<nast dengan Satuan Kerja Perangkal Oaerah lainnya 
sesuatdengan ungkup rugas pada Badan; 

x. membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar 
pelaksanaan 1ugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang 
bsrlaku: 

y. membina bawahan agar petaksanaan rugas beqatan sesuai dengan pedoman 

can ketentuan yang berlaku, 
z. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan 

karier: 
aa. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati melalui 

Kepala Bacfan: dan 

bb. rnetaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan. 



Sektetariat dalam menyelenggarakan togas pokok dan fungs, sebagaimana dimaksud 
oaoa Pasal 9. mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a merumuskan rencana kerja sekretariat sebagai pedoman petaxsanaan tugas; 

b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala priorilas dan dana 
yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas: 

c. menyusun laporan akuntabhltas kinerja badan; 

d meng_hlmpun bahan-bahan LPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya; 
e. menghlmpun banan-banan LPPD tahunan dan LPPD r.ma tahunan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah pada masing-masing bidang sebagai bahan 
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten; 

f. menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupab: 

g. menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum. 
keuangan dan kepegawaian serta perencanaan. evaluasi dan pelaporan; 

h menyelenggarakan dan mengoordinasikan petaksanaan tugas administrasi umum. 
keuangan dan kepegawaian serta perencanaan. evaluasl dan pelaporan: 

r. mengoordinasikan semua bidang dalam rangka menghimpun perencanaan 
kegiatan. evaluast dan menganalisa data serta laporan hasil kegiatan; 

J. mempelajari. memahami dan metaxsanakan peraturan perundang-undangan. 
ketentuan-ketentuan yang berl<aitan dengan administtasi umurn, keuangan dan 

kepegawaian serta perencanaan. evaluasi can pelaporan: 
""Ir. memberikan saran dan pertimbangan teknis administrasi umum. keuangan ean 

kepegawaian serta perencanaan. evaluasi dan pelaporan kepada atasan; 

I. menyusun laporan administrasi umum. keuangan dan kepegawaian serta 
perencanaan. evaluasi dan pelaporan sebagai penanggungjawaban kepada atasan; 

m. membagi tugas dan mendelegaslkan kewenangan kepada bawahan agar 

oelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang ber1aku: 
n. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarl<an pembagian 

tuqas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan tancar; 

o, menllai hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan 
mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 

p. metaporkan nasu peleksanaan tugas danJatau keglatan kepada atasan; 

PasaJ 12 

4J Dalam menye;er.gga<a.at' iugas oo'<o~ dan fangs, Sekretanat memoawankan . 
a Sub Sag.an Perencanaan dan Keuansan: 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
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Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai 
uraian tugas sebaga, berikut : 

a. merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sedrta 

menyusun rencana ketja admlnistrasi keuangan pada Pelaksana Penanggulangan 
Bencana Daerah; 

b. menyusun bahan rencana strategik (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJAJ dan 

masing-masing bidang: 

Pasa114 - 

administras1 keuangan dari maslng-masing bidang pada Pelaksana 
Penanggulangan Bencana Oaerah; 

c. pembagian pelaksanaan tugas perencanaan. evaluast dan pelapOran yang 
meliputi penghlmpunan rencana program clan kegiatan. evaluasi dan laporan 

sena administrasi keuangan dari masing-masing bidang pada Pelaksana 
Penanggulangan Bencana oaerare 

d. petaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesua, dengan tugas dan 
tungsinya. 

pelaporan yang meliputi 

evaluasi dan lapo,an serta 

b. pelaksanaan perencanaan, evaJuasi can 
penghimpunan rencana program dan kegiatan. 

1 J Sub Bag,an Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok mereneanakan 
keg,atan rnalaksanakan, membag1 tugas dan mengontrol urusan perencanaan. 

evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau 
kegiatan. evaluasi can laporan serta rnenqootrot urusan admlnistrasi keuangan dali 

masmq-rnasinq bidang pada Pelaksana PenangguJangan Bencana Daerah. 

(2) Umuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayal (1). Sub 
Bag,an Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi : 

a. perencanaan kegiatan perencanaan, evaluaSJ dan pelaporan yang melipufi 
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan lapOran serta 

administrasi keuangan dari masing·masing bidang pada Pelaksana 
Penanggulangan Bencana Daerah: 

Pasal t3 
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t menguml)U'."..an baharl i'lP J?O. RP JMD can RJ<PO Pala'<Sana Penanggut.angan 
Bencana Dae<al1 pacia mas,ng·masing b•dang sebaga bahan penyusunan RPJPO. 
RPJMD can RKPD Kabupaien. 

a menghtmpun Rencana Keg,atan Anggaran (AKA) dan Dokumen PeJaksanaan 

Anggaren- (DPA) pada Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah: 
e menghtmpun. memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan 

keglatan dari masing-masing bidang: 
r menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program clan kegiatan Pelaksana 

Penanggulangan Bencana Oaereh; 
g mengumpulkan banan-bahan LPPO tahunan dan LPPD Jina tahunan catam 

bidang Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bahan penyusunan 
LPPD Tahunan dan LPPO lima tahunan kabupaten; 

n. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhlr tahun can akh~ masa jabatan Bupab 
Pelaksana Penanggutangan Bencana Daerah; 

,. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Pelaksana Penanggulangan 

Bencana Daerah sebaqal bahan pertanggungjawaban kepada Bupati; 

menghimpun. mengolah. menganalisa. dan menyajikan data hasil keglatan 
masing-maslng bidang; 

k. menyusun rekapitulasi bidang·bidang lingkup Pelaksana Penanggutangan 
Bencana Daerah datam penyusunan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari 
Pemerintah dan/atau Provinsi: 

!. menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah 
kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 
m. mslaksaoakan kegiatan admmistrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan 

Keuangan di lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan: 
"· menelitl kelengkapan SPP·LS pengadaan barang dan jasa yang disampail<an oleh 

bendahara pengeluaran dan diketahuil disetujui oleh PPTK: 

o. menelitl kelengkapan SPP·UP, SPP·GU, SPP·TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan 

PNS dan PTI serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesual dengan ketentuan 
perundanq-undanqan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran: 

p. memverifikasi bukll·bukti SPJ dari para PPTK atas penggunaan dana GU; 
q. meneliti dan atau memverifikasi setiap pengajuan SPP kegiatan dengan 

ketersedian anggaran serta pembebanan pada kode rekening; 

r. rnenyiapkan SPM; 
s. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawal negeri SIPil Clan PTT 

lingkup Petaksana Penanggulangan Bencana Daerah: 
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(2l un,uk meLaksanakan tugas pokok sellagaimana dimal\Sud pacla ayat (1 )1 Sub 
Bagian Umum dan Kepegawa,an mempunyai fungsi : 
a. perencanaan kegiatan urusan tata warkat. kepegawaian. kehumasan dan 

dokumentasi, peoengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang 
psrkantoran: 

b. pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan CIOkumentasl. 
perlenqkapan, peroekaian can keperfuan alat tulis sena ruang perkamoran; 

(1) Sub Bagian Umum can Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan 
kegiatan. mataksanakan, membagi tugas dan mengontrOI urusan tata warkat. 

kepegawaian, kellumasan dan dokumentasl, per1eogkapan. pert>ekalan can 
- keperluan atat tulis serta ruang perkantoran pada Pelaksana Penanggulangan 

Bencana Daerah. 

Pasal is 

t meia ..... an ·~ r,ar,an atas pener1lllaaf1 

,., menyeleoggarakan a!<Uruansi keuangan yang melipU!i akUnransi peMtimaan kas. 
akuntans, pengeluaran kas. atruntans, aset teiap Clan akuntansr selain kas; 

v me.nyusun laporan real,sas, anggaran Pelaksana Penanggutangan eencana 

oaerah setiap bulan dan triwulan: 
w menyusun laporan neraca dinas setiap trlwulan dan akhir tahun: 
x. menyusun catatan ates taporan keuangan; 
y mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisaSJ permasalahan d, hngkup 

tugasnya serta mencan altematif pemecahannya: 
z, mempelajarl. memaharnl dan melaksanakan peraturan perundang-,mdangan yang 

berkattan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman oalam pelaksanaan tugas 
aa. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
co, membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
cc. memberi petunjuk kepacla bawahan agar peiaksanean tugas beqatan sesual 

dengan pedoman dan ketentuan yang bertaku; 
dd. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil 

kerja.nya untuk bahan pengembangan karier: 
ee. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan: 
ff. metaksanakan tugas kedlnasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 



Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang KepaJa mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat. kepegawaian. kehumasan dan 

dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keper1uan ala! tuITs serta ruang 

perkantoran Pelaksana Penanggutangan Bencana Daeran; 
e. melaksanakan ketatawarkatan Petaksana Penanggulangan Bencana Daerah 

meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk surat ketuar dan pengaturan 
pencatatan fadwal kegiatan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah datam 

rangka kelancaran tugas; 
c, menylapkan bahan kegiatan kehumasan Pelaksana Penanggulangan Bencana 

Daerah: 
d. msnqanallsls rencana kebutuhan per!engkapan dan keperluan alat tutis kantor 

(ATK). kebutuhan perfengkapan, ATK. perbekalan serta ruang Pelaksana 
Penanggulangan Bencana Daerah; 

e. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Pelaksana Penanggulangan Bencana 
Daerah: 

f. menyusun Renoana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Pelaksana Penanggulangan 
Bencana Daerah; 

JI.. rnetaksanakan ,penyusunan Oaltar Kebutuhan Barang lingkup Pelaksana 

Penanggulangan Bencana Daerah; 
h. melaksanakan pengadaan perlengkapan. pertiekalan, pemeliharaan atau 

penataan gedung kantor dan kepertuan atat tutis kantor (ATK) Pelaksana 
Penanggulangan Bencana Daerah, 

l. melaksanakan penyusunan Daflar Barang Pelaksana Penanggutangan Bencana 
Daerah menurut pengolongan dan kod~ikasi barang; 

j. melaksanakan pencatatan baranq milik daerah dalam Kartu lnventaris Barang A 
B, C, 0, E dan F; 

k. meiaksanakan dokumentasl kepemmkan barang selain kendaraan. tanah dan 
bangunan; 

Pasal 16 

e, pemoag,an pe,a-saroaan tugas urusan tata .... ar11a1. kepegawaian. kehumasan 
dan 00"1.imentaS, pener,gkapan pe<bekalan dan keperfuan ala! tulis serta 
ruang per><antoran 

d pelal<sanaan tugas lain yang diberfkan oleh atasan sesoei dengan tugas dan 

fungs,nya. 
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Bencana Daerah; 
I. mengevaluas, pelaksanaan lugas dan menginventansasi permasalahan d, lingkup 

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya: 
u. mernpelaian, rnemanaml can metaksanaka» peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan biclang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

v. memberikan saran dan pertimbangan teknis keoada atasan; 
w. membagi tugas kepada bawanan agar pelaksanaan tugas capat berjalan tancar 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku: 

s. 

melai.sanallat ,,..-,,iapar, oanan sensus ba:ang milk daerah ct Pelaksal!ll 
P~ 6enca'1a Oaerah sebagaJ bahan penyusunan Buku lnvenlafis 
Clan Buku lndu+< ln,entans llarang milik pemenntah daerah: 

m. pend•stflbusJan penengkapan dan kepenuan atat Mis kantor (ATK) pada 

Pelaksana Penanggutangan Bencana Daeran: 
n. mengariahsa dan menyusun usulan penghapusan aset Pelaksan3 

PenangguJangan Bencana Oaerah: 
o. menyusun bahan penga1uan penetapan status untuk penguasaan dan 

penggunaan baranq miJik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan 

lainnya yang san; 
p. melaksanakan pencatatan dan inventansasi batang mdik daerah yang berada 

dalam penguasaan Pelaksana Penanggutangan Bencana Oaerah; 

q. meoyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 

banqunan yang tidak memerlukan persetujuan OPRD dan barang milik daerah 
selain tanah dan bangunan: 

r. metaxsanakan urusan admlnlstrast kepegawaian lmgkup Petaksana 
Penanggulangan Bencana Oaerah meliputi layanan administrasi kenaikan 
pangkat. kenaikan gaji berkala (KGB). daltar urut kepangkaian (DlJK). data 
pegawa,. kartu pegawai (Karpeg), Kans/ Karsu, tunjangan anak atau keluarga. 

Askes, Taspen. taperum, pensiun, membuat usutan formasi pegawai .. membuat 
usulan izJn belajar, membuat usulan izin diklat. kesejahteraan pegawai, 
penyesuaian ija.zah, usulan pemberian penghargaan. memberikan layanan 
Penilaian Angka Kredit (PAK) Jaoatan Fungsiooal, pembinaanlteguran diSipr,n 

peqawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang fletlaku. 
membuat konsep pemberian izJn nikah dan cerai. membuat usulan pemberhentian 

dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan. membuat can atau mengusulkan 
perpindahan atau mutasi pegawai sesual dengan petaturan yang bertaku. 

rnetaksanakan pengelolaan Dalta.r Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP·3); 
mengelola adminlstrasi perjalanan dinas lingkup Pelaksana Penanggulangan 

- 
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Bidang Pencegahan dan KesiapSiagaan dalam menyelenggaraJ<an rugas pokok dan 
fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasat 16. mempunyai uraian tugas sebagai berilwl: 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan: 
b. meny1apkan oanan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan: 

Pasal 18 

- 
(3) Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan lungs; pencegahan dan kesiapsiagaan 

membawahkan : 
a. Seksi Pe!'cegahan; 
b. Seksi Kesiapsiagaan. 

pencegahan dan c. pengendalian, evaiuasi dan pelaporan urusan 

kesiapsiagaan; 
d. petaksanaan tugas lain yang diberikan oten atasan sesuai dengan tugaS dan 

lungsinya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dlmaksud paoa ayat (t}. Bidang 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai lungsi : 
a. perencanaan operasonal urusan pencegahan dan kesiapsiagaan: 
b. pengelolaan urusan psnceqanan dan kesiapsiagaan; 

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala dan 

mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola. 

me11goordinasikan. mengendalikan. mengevaluasi can melal)Of1<an urusan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

Paragraf 3 

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
Pasal 17 

mernt,en oe.urp ,epada bawahan aga, peJal<SaOaan rugas b<lqalall saseas 

dengan pedofTlan car, reienruan yang berlalw 
y menua, t,as,. keqa bawahan dengan jalan memooilor dan mengevaluasi haSll 

ker1anya untuk bahan pengembangan kaner: 
z. menyusun taporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

aa. melaksanakan tugas kedinasan tainnya yang diberikan oleh atasan, 
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c mem~ --bahan RPJPD dan RPJMD sesuai btdallg tugasi,ya setlagai 

banan penyusur.an R?JPD clan RPJMO Kabuoaten: 
d meogurr,pu,..an oahan-banan LPPD tahunan <Ian L?PD lima iahunan bidang 

sebaqai bahan penyusunan LPPD tahunan clan LPPD 1,ma tahunan Kabupaten: 

e. manyrapkan bahan·bahan LKPJ akhir lahun dan akhir masa jabalan Bupati; 
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) <Ian 

rencana kinerja (AENJA) Bidang Pencegahan dan Kesiaps,agaan; 

g. menghimpun Aencana Kegiatan Anggaran (AKA) dan Ookumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 

h. menyelenggarakan. mengendalikan dan mengevaluas, penyusunan rencana 

penanggulangan bencana ; 
I. menyelenggarakan, mengenda!ikan dan mengevaluasf kegiatan pengurangan 

rlsiko bencana ; 
I· menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan 

bsncana : 
k. menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis 

penanggufangan bencana ; 
1. menyelenggarakan, rnengendalikan dan mengevaluasl kesiapsiagaan terhadap 

potensi bencana; 
m. rnenyelenggarakan. mengendaltkan dan mengevaluas, kegiatan peringatan dini 

lerjadinya bencana : 
n. rnenyelenggarakan. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan rnrt;gas, bencana : 

o. menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain 
p. menghimpun. mengolah dan menganafisa data serta penyai'ian data hasil kegiatan 

urusan pelayanan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 
q, menyusun bahan laporan akuntabilltas kerja Bidang Pencegahan dan 

Kesiaps,agaan; 
r. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan clan keuangan: 
s. rnengendal1kan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Pencegahan dan 

Kesiapsiaqaan: 
t. melakukan pengamanan clan pemefiharaan barang milik daerah di lingkup Bidang 

Pencegahan can Kesiapsiagaan; 
LI. memoetaian, mernaharni can menyelenggarakan peraturan perundang-undangan 

dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan; 

v. msiaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang Pencegahan 
c!an Kesiapsiagaan; 
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Seksi Pencegahan !lipimpin oleh seorang Kepala. mempunyal ura.ian tugas sebagal 

berikut : 
a. menyusun rencana kegtalan dan anggaran Seksi Pencegahan; 

b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Pen~: 
c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai 

bahan penyusunan APJPD dan RPJMD Kabupaten; 
d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima lahunan Seksi 

Pencegahan sebagai bahan penyusunan LPPD lahunan dan LPPD lima tahunan 

Kat>upaten: 
e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir lahun dan akhir masa jabatan Bupati; 

Pasal 20 

(1) Seksi Pencegahan mempunyal tu gas pokok merencanakan kegiatan. 

melaksanakan. membagi rugas dan mengontrol urusan Pencegahan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebaga1mana dimaksud pada ayat (1). Seksi 

Pencegahan, mempunyai lungs, : 
a. Perencanaan keglatan urusan Pencegahan; 
b. pstaksanaan urusan Pencegahan; 
c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Pencegahan; dan 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan 

fungsinya. 

Pasal 19 

w memneror.a,, saran oan pertirn=gan tekrus b!dang tugasnya kepada atasan, 
x. melaksanallan E!'ialuasi tugas dan menginventansasi permasalahan hngkup 

tugasnya sena mencan a1:ematd pemecahannya: 
y membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku: 
z. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

dapat berjalan lancar; 
aa. menilai hasil kerja bawahan secara be~enjang untuk bahan mengembangkan 

karler: 
ob. metaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

cc. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 



f mer>F_npur, = r,,engwnpu••ari banan rencana strateg,s IRENSTl'lA. clan 
rencana k"1ef)3 CRENJA) Saks, Penoegahan. 

9 menghmpun Rencana Keg,atan Anggaran (RKAJ can Dok\Jrll"..n Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) Seksi Pencegahan 

h. menyiapkan banan-banan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan 

pencegahan bencana: 
,. menyiapkan bahan dan menyusun pelUnjuk teknis pertyusunan rencana 

pencegahan bencana ; 
j. menyiapkan bahan-bahan penetapan kebijal<an keg.atan Pencegahan bencana; 
k. menyiapkan koosep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta administrasi 

Seksi Pencegahan; 
I. menyiapkan bahan dan menyusun rencana keg,atan pencegahan bencana : 

m. menyiapkan banan koordmast, pembinaan dan peogendalian pencegahan 
bencana; 

n mengolah can menyajikan data potensi ancaman dan risiko bencana : 
o. menylapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventansasi dan pengurangan 

resiko tetjadinya bencana daerah; 
p. menyiapkan bahan dan melaksanal<an inventarisasi dan fasmtasi upaya 

pengurangan reslko bencana ; 
q. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis ri$iko bencana : 

r. meny!apkan bahan dan menyusun rencana persyaratan stander teknls 

penanggulangan bencana ; 
s. menyiapkan oanan dan menyusun pelUnjuk teknis penetapan dan penerapan 

standar teknis penanggulangan bencana ; 
t. menyiapkan bahan dan memantau penerapan persyaratan stander teknis 

penanggulangan bencana ; 
u menyiapkan behan, melaksanakan evaiuasi kegiatan dan menyusun laporan 

kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan bencana. 

analisis risiko bencana.fasilitasi upaya pengurangan nsil<o bencana. dan 
penerapan persyaratan stander teknis penanggulangan bencana. 

v. melaksanakan koordinasi dengan Seksi lain; 

w. rnenqhlmpun, mengotah dan menganalisa data serta penyaj,an data hasil kegiatan 
SeksiPencegahan, 

x. menyusun oanan taporan akuntabilitas ke~a; 
y. menyusun pertanggungjawaban laporan ke9latan dan keuangan; 

z. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungar; Seks1 ?encegahan: 



Seksi Kesiaps,agaan d1pimpin olell seorang Kepala. mempunyal uraian rugas sebagai 

berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kesiapsiagaan. 

b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana ke(ja Seksi Kesiapsiagaan; 
c menylapkan bahan-bahan RPJPD dan APJMD sesual bidang tugasnya sebagai 

bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten; 
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. 
fungsinya. - d. 
Pembagian pelaksanaan tugas urusan kesiapsiagaan pra-bencana; dan 

pelaksanaan tugas lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 
c. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . Seksi 

Kesiaps1agaan. mempunyai lungs, : 

a. Perencanaan kegiatan urusan kesiapsiagaan pra-bencana; 
b. petaksanaan urusan kesiapsiagaan pra-oencane: 

(1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tu gas pokok merencanakan kegJatan, 
melaksanakan. membagi tugas dan mengontrol urusan kesiapsiagaan pra 
bencana. 
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kar!er; 
gg. rnelaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/alau kegiatan kepada atasan: 
hh. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oteh atasan. 

ee. 

dd. 

oc metaksanakan evaluasi tugas dan menginventar,sasl permasalahan di lingkup 

tugasnya serta mencari anernatif pemecahannya; 
membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang bertaku; 
membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

dapat beriatan lancar. 
ff. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan 

aa rrer..ie._,, mema11am aan melal<Sanakan peraruran perunoang-unciangan 
ke1enruan-•e1en:.an yang berkanan dengan bidang tugasnya sebagai peooman 

daiarn pelaksanaan tugas· 
bb. memberikan saran dan pertimbangan teknis bida,,g 1ugaS11ya kepada atasen, 



d ~ nanan-bahan J>PD tahunan can LPPD ima tahuna,, SekSI 
Kesiaps.agaan sooaga, banan penyusunan J>PD tahunan Clan LPPD lima lahunan 

Kabupaten 
e. mooytapkan oanan-cahan LKP J akhir iahun dan akh;, masa jaootan Bupah : 

f menghimpun Clan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan 

rencana kinerja (RENJA) Seksi Kesiapsiagaan: 
g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (AKA) dan Ookumoo Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Seksi Kesiapsiagaan: 
h. menyiapkan bahan·bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan 

Kesiapsiaqaan: 
i. meoy,apkan bahan·bahan penyusunan rencana penyelenggaraan kegialan 

Kesiapsiagaan: 
j. menviapkan eanan-cenan penetapan kebijakan kegiatan Kesiapsiagaan; 
k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesiapsiagaan tema<lap 

ancaman bencana ; 
I. menyiapkan bahan koordinasi. pembinaan clan pengembangan kesiapsiagaan atas 

nencana : 
m. menyiapkan bahan. mengolah dan menyajikan data kesiapsiagaan atas ancaman 

bencana : 
n. menyiapkan bahan Clan menyusun petunjuk teknis pengorganlsasian. pernasangan 

Clan pengujian slstem perlngatan dini terhadap ancaman bencana · 
o. menyfapkan bahan Clan melaksanakan bimbingan teknis pengorgarusasian. 

pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana: 

p. menyiapkan bahan dan menyusun perunjuk teknls inventarisasi Clan ananss 
penyediaan Clan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan easar ; 

q. menyiapkan banan dan rnetaksanakan kerjasama penyedlaan dan penytapan 
barang pasokan kebutuhan dasar ; 

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian. 
penyuluhan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat . 

s. menyiapkan bahan den melaksanakan kerjasama penyedraan dan peny,apan 
bahan, barang dan peralaian umuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana • 

t. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis Clan kerjasama pendid1kan. 

pelatihan dan penyuluhan mitigasi bencana : 
u. meny,apkan bahan. melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun taperan 

klnerja kesiapsiagaan terhadap ancarnan bencana. pengembangan dan 

penerapan peringatan dini dan penyelenggaraa,, kegiatan mibgasl bencana , 
v. melaksanakan koordinasi dengan Seksi lain: 



(2) oatam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf (a) • 
Seksl Kedaruratan mempunyai fungsi : 

a. perencanaan operasona: urusan kedaruratan dan logistik: 
b. pengelolaan urusan kedaruratan can log,stik: 
c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan kedaruratan can loglstik: dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang dlberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Kedaruratan dan 
Logistik. membawahkan : 

(1) Bidang Kedaruratan can Logistik dipimp!n oleh seorang Kepata dan mempunyai 

tugas pokok merencanakan operasional. mengelola. mengoordinasil<.an. 
mengendalikan. mengevaluasi dan melaporkan urusan keoaruratan dan logistik. 

Paragraf 4 

Bidang Kedaruratan dan Logistik 
Pasa123 

w ~ mer,go1311 dan menganaJ,s.a data sena penya,ian data haSJI keg.aian 
Seks• Kesiaps1agaan· 

x. menyusun banan Japoran al<untabilitas keria; 
y. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan: 
z, melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan: 
aa mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. 

ketentuan-ketentuan yang berkaitan danqan bidang tugaS11ya sebagai pedoman 

dalam pstaxsanaen tugas; 
bb. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kcpada atassn; 
cc. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di Jingkup 

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya: 
dd. membagi tugas kepaoa bawanan untuk ketancaran petaksanaan lugas sesuai 

dengan ketenruan yang ber1aku; 
ee. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan rugas 

dapat ber1alan lancer; 
ff. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan 

karier; 
gg. melaporkan hasil pelaksanaan tugas danlatau kegiatan kepada atasan; 
rm. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 



Bklang Kedaruratan dan Logistik dalam menyelenggarakan tugas pol<Ok dan fungsi 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 22. mempunyai uraian tugas sebagai belikut : 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Kedaruratan dan logisbk; 

b. menyiapkan banan rencana strateqls dan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan 

Log1stik; 
c. meny1apkan banan-banan RPJPO dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagal 

banan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupa!en; 

o. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tallunan btdang 
sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten: 

e. rnenyiapkan bahan-banan LKPJ akhir tahun dan akhir rnasa jabatan Bupati: 
f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan 

rencana kinerja (RENJA) Bidang Kedaruratan dan Logistik: 
g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (AKA) dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Bidang Kedaruratan dan Logisbk: 
h. menyelenggarakan. mengendalikan dan mengevall.las, kegiatan pengkajlan 

terhadap tokast, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana : 
,. menyelenggarakan. mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan 

darurat bencana ; 
j. menyelenggarakan. mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar tel<nis 

penanggulangan bencana . 
k. menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan dan 

evakuasi masyarakat terkena bencana; 

-1. menyelenggarekan, mengendallkan dan mengevaluasi kegiatan pememJllan 
kebutuhan dasar masyarakat teil<ena bencana; 

m. menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan per1indungan 
kelompok rentan ; 

n, menyelenggarakan, mengendal:kan dan mengevaJuasl kegiatan pemberian 
bantuan kebutuhan dasar dan logistik ; 

o. menyelenggarakan l<oordlnasi dengan bidang lain; 

p. menghimpun. mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil keg,atan 

urusan pelavanan 6idang Kedaruraran dan Logistik; 

q. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik: 
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a Se"'5> ><edaruratan · 
b Sel<Si Log,sok 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Seksi 

Kedaruratanmempunyai tungsl : 
a. Perencanaan kegiatan urusan keclaruratan; 
b. peiaksanaan urusan kedaruratan; 
c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan kedaruratan; dan 

d. petaksanaen tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuat dengan lugas dan 

tungsinya. 

(1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, 

melaksanakan, membaq: tugas dan mengon!Iol urusan kedaruratan bencana 

Pasal 25 

r rnaT)'USli" penangg,,ngiawaban laporan kegiatan dan keuangan 

s. mengendal1kan pelaksanaan tel<nis kegiatan 1,ngkup Bidang i<edaruratan Clan 

Log,st,k. 
L melakukan pengamanan dan pemeliha,aan barang m,uk daerah di lingkup Bklano 

Kedaruratan can Logistik; 
u. mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang·undangan 

dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Kedaruratan dan Logistik: 

v. melaksanakan program pengawasan internal di hngkungan bidang kedaruratan 

can logistik; 
w. memberikan saran dan pertimbangan teknls bidang tugasnya kepada atasan; 

x. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasl permasalahan ~ngkup 

tugasnya serta mencari altematif pemecahannya; 

y. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai 
dengan ketentuan yang bertaku; 

z. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan tancar: 

aa. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengombat>gk,m 

karier; 
bb. melapor1<an hasil pelaksanaan tugas dan/atau 1<.egiatan kepada atasan; 
cc. metaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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Seksi Kedaturatan dipimpin oleh seorang Kepala. mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kedaruratan; 
b. menyiapkan bahan rencana strategis can rencana kerja Seksi Kedaruratan: 

c. menyiapkan banan-banan RPJPO dan RPJMD sesuat bidang tugasnya sebagai 

oanan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten; 
d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi 

Kedaruratan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD fima tahunan 

Kabupaten: 
e. menyiapkan oahan-banan LKPJ akhir tahun can akhir masa jabatan Bupati; 

t. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRAJ dan 
rencana kinerja (RENJA) Seksl Kedaruratan: 

g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran {DPA) Seksi Kedaruratan: 

h. menyiapkan bahan-bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan keg,atan 

kedaruratan bencane: 
i. menyiapl\an bahan·bahan penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan 

kedaruratan bencana: 
J. menyiapkan bahan-bahan penetapan kebijakan kegiatan kedaruratan bencana: 

k. menyapkan banan dan menyusun rencana kegiatan penanganan kedaruratan; 
I. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kedaruratan ; 

m. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepal dan 
tepat temadap lokasi bencana oan kerusal<an ; 

n. menyiapkan dan melaksanal<an pengkajian secara cepat dan tepat ternadap fol<asi 

bencana; 

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan tokasi 
bencana: 

p, men\llapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jumlah korban 

bencana : 
q. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi. identifikasi dan analisis 

gangguan pelayanan umum dan pemerintahan : 
r menyiapkan bahan dan merumuskan petl.lnjuk teknis penetapan status keaoaan 

darurat bencana: 
s. menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana : 
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(1) Seksi Logistlk mernpunyal tugas pokok merencanakan keg1a1an. melaksanakan. 

membagl tugas dan mengontrol urusan logistik bencana. 
(2) Untuk rnetaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Seksi 

Logistik mempunyai lungsi . 
a. Perencanaan kegiatan urusan logiSbk bencana: 
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I mecr, ,ap..a,, oanan Clan merumuSl<an perun1uk leknlS penyetama:an oan eva.cuas, 
Masyaraxat korban bencana 

u. menytapkan bahan dan me!aksanal<an kerjasama oenyelamatan clan evakuasl 
rnasyarakat korban bencana: 

v. menyiapkan bahan dan metaksanakan tasditas, pengerahan sumberdaya dalam 

penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana ; 
w. menyiapkan bahan, melaksanakan evatuasi kegiatan da~ menyusun taporan 

kiner!a pengkajian keadaan darurat, fasilitasi pengerahan sumberdaya dalam 
penyetamatan dan evakuasi koroan bencana : 

x melaksanakan koordinasl dengan Seksi lain; 
y. menghimpun. mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiaian 

Seksi Kedaruratan: 

z. menyusun bahan taporan akuntabilitas kerja; 
aa. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan; 

bb. melaksanakan program pengawasan internal di llngkungan Seksi Kedaruratan: 
cc. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan penmdang-undangan. 

ketsntuan-ketemuan yang berkaltan dengan bidang tugasnya sebagai peooman 
dalam pelaksanaan tugas: 

dd. memberikan saran dan pertimbangan teknis biclang tugasnya kepacla atasan: 
ee. melaksanakan evaluasi rugas dan menginventarisasi permasalahan d• linglrup 

tugasnya serta mencan altematit pemecahannya: 
ff. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 
gg. memblmbmg atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan rugas 

dapat berjalan lancar; 

ht1. menilai hasll kerja bawahan secara beqenjang untuk batlan mengembangkan 
karier: 

ii. melaporkan hasD pelaksanaan tugas dar,/atau keglatan kepada atasan: 

JJ· melaksanakan tugas kedinasan tainnya yang diberikan oleh atasan 
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Seksi Logistik dipimpin oteh seorang Kepala, mempunyai uraian tugaS sebaqai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Logistik; 
b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Logistik; 
c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD can RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai 

bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten; 
d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sellsi 

logistik sebagal bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD fima tahunan 
Kabupaten; 

e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhlr tahun dan akhir masa jabatan Bupati ; 
I. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan 

rencana kinerja {RENJA) Seksi LoglS!ik: 
g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (AKA) can Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Seksi Logistik: 
h. menyiapkan banan-banan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan 

logistik bencana: 
i. menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan togistik 

bencana: 
;. menyiapkan bahan·bahan penetapan kebijakan kegiatan togist•k bencana; 
k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana keglatan pemenuhan kebullJhan dasar 

can togistik ; 
1. mengumpulkan. mengolah. menganalisa dan menyajikan data kebuluhan dasar 

dan loglstik , 
m. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknls pengkajian til)gkat l<erusakan 

akibat bencana : 
n. menyiapkan bahan. melaksanakan inventarisasi, identifikaSl dan pengkaJian llngkat 

kerusakan akibat bencana : 
o, meny1apkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan 1dentifikasi 

kebutuhan dasar dan logistik : 
p. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemenuhan kebutuhan air 

bersih dan sannast ; 
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b peia>.sanaan unrsan logrstik bencana 

c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan logistik bencana. dan 
d pelaksanaan tugas lain yang dlberlkan oien atasan sesuai dengan tuga.s dan 

tung sin ya. 



(!) Bidang Rehabolitasi dan RekonStruksi d1pimpin oleh seorang Kepala dan 

mempunyai togas pokox merencanakan operas,onal, fTl<l<lge!ola. 
mengoordinas,kan. mengendalikan. mengevaluaSi can melaporkan urusan 
rehab1litas1 can rekonstruksi. 

Paragraf 5 
Bldang Rehabilttasi dan Rekoostruksi 
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q -- ..af":,,api<an bahan dan metaksaeaxan kef]<lsama penyw aan pangan 
r meny,apkan bahan dan melaksanakan kel]asama penyediaan sandang . 
s. meny,apkan bahan dan melaksanakan keqasama pelayanan kesehatan 
t. menyiapkan bahan dan melal<sanakan ketjasama pelayanan ps,kososial : 

u, rnenyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan penampungan dan 
tempat hunian ; 

v. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi keglatan can menyusun laporan 

kinerja pengkajlan lingkat kerusakan akibat bencana. per1indungan kelompok 
rantan dan pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik ; 

w. melaksanakan koordinasl dengan Seksi lain; 

x. menghimpun, mengolah dan menganallsa data serta penyajian data hasil kegiatan 

Seksi Logistik: 

y. menyusun bahan taporan akuntabilitas kerja: 

z. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan: 
aa. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seks, Logistilc 

bb. mempelajan. memahami dan melaksanal<an peraruran perundang-undangan. 

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugaS11ya sebagai pedOman 
catam pelaksanaan tugas; 

cc. memberikan saran dan pernmbanqan teknis bidang tugasnya kepada atasan: 

dd. melaksanaxan evaluasi tugas dan meng,nventarisasi pe:masalahan di lingl<up 
tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya: 

ee. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesea: 
dengan ketentuan yang berlaku; 

ff. membimblng atau memberikan petunjuk kepada bawanan agar pelaksanaan tugas 
dapat betjalan lancar: 

gg menilai hasil ke~a bawahan secara berje11jang untuk bahan mengembangkan 
kaner, 

hh. melaporkan hasil pelaksanaan rugas dan/atau kegiatan kepada atasan. 
Ii. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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Bidang Rehabilftasi dan Rekonstruksi dalam menyelenggareJ<an tugas pOl«>k dan lungs, 
sebagaimana dimaksuc! pada Pasat 27, mempunya, uralan tugas sebaga1 benkut: 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Aehabilitasi dan RekonStruksi: 
b. menyiapkan bahan rencana strategis den rencana kerja Bidang Aehabili18SI dan 

Rekonstruksi; 
c. menyiapkan banan-bahan RPJPD dan RPJMD sesoa. bidang tugasnya sebagai 

bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten: 
d mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahcoan dan LPPO 1,ma tahunan bldang 

sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD rima tahunan Kabllpa1en; 

e. menyiapkan banan-banan LKPJ akhir tahun dan aknir masa iabatan Bupati; 
f. menghlmpun dan mengumpulkan bahan rsncana strategis (RENSTRA) dan 

rencana kinerja (AENJA) Bic!ang Aehabilrtasi dan Rekonstruks,; 

g. menghlmpun Aencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) B1dang Rehabilitasi dan AekonstrukSI: 

h. menyelenggarakan. mengendalikan dan msngevaluas, kegiatan pert,a,kan 
ling~ungan ; 

I. menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbalkan sarana 

dan prasarana umum ; 

j. menyelenggarakan. mengenda!ikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial 

psikologis: 

Pasal30 

(21 0-..iatn menyelenggarakan tugas pokok sebaga,mana dlfllal<Sud pada ayat (I). 

81Gang Aehabihtas, dan AekonStrukSI mempunya, fungs, : 
a. perencanaan operaSionat urusan cehat>Urtasi dan ret<onstru.ksi: 

b. pengelolaan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi: 
c. pengendalian. evaluasi dan pelaporan urusan rehabilitasi dan rekonStruksi; 

dan 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

(3) Dalam menyetenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Aehabilitasi dan 

Aekonstruksi. membawahkan ; 

a. Seksi Aehabilitasi: 
b. Seksi Rekonstruksi. 



33 

k merr)'ele<lggarakan T!'engendaf,l<an dan me<igevaJuaSI keg atan pemulihan sos.al 

ekooerms . 
menyelenggarakan, mengendalil<an dan mengevaluasi kegiatan pemubhan SOSJal 

tludaya : 
m. menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluas, keg,atan pemolihan 

pelayanan kesehatan 
n menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemul1han fungsi 

pemerlntahan ; 
o menyelenggarakan. mengendalikan dan mengevatuas1 Keglatan pemufitian 

petayanan publik : 
o. menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemufihan 

keamanan dan ketertiban : 

q. menyelenggarakan, mengendafikan dan mengevaluast kegiatan pembangkitan 
kemball kehldupan sosial budaya masyarakat: 

r. menyelenggarakan. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan 
partlslpasl lembaga dan organlsasl kemasyarakatan. cuma usaha dan masyarakat; 

s. menyelenggarakan. mengatur. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan 
peningkatan fungsl pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya : 

t. menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain 

u. menghimpun. mengolah can menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan 
urusan pelayanan Bidang Rehabihtasi dan Rekonstruks,; 

v. menyusun bahan taporao akuntabilitas kerja Bidang Rehabilitast dan RekooslI\Jksi: 
w. menyusun pertanggungjawaban iaporan kegiatan can keuangan'. 

x. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Rellabtlitasi dan 
Rekonstruksi: 

y. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daeran di lingkup Bidang 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi: 

z. mempelajari. memahami dan menyelengga,akan peraruran perundang-oodangan 

can ketentuan-ketsntuan yang berkaitan dengan Bidang Rehabifitasi dan 
Rekonstruksi'. 

aa. metaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bldang Rehabilitas, 

dan Rekonstruksi; 

bb. memt>etikan saran oan penimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan; 
cc. melaksanakan evaluasi 1ugas dan meng1nventarisasi permasalahan ringkup 

tugasnya serta mencari altemattt pemecanannva: 
dd. mernbagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesoai 

dengan ketentuan yang beriaku: 
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Seksl Rehabilitasl dipimpin oleh seorang Kepala. mempunyai uraian tugas sebagai 
berikul: 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Rehab.ilitasi; 

b. menyiapkan Dahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Rehabililasi; 

c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai 
banan penyusuoan RPJPD dan RPJMD Kabupaten; 

d. mengumpulkan oahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD hma tahunan SekSi 

Rehabilitasi sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan 
Kabupaten; 

e. meny1Spkan banan-banan LKPJ akhlr tahun dan akhir masa jabatan Bupati ; 
I. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan 

rencana kinerja (RENJA} Seksl Rehabilitasr: 
g. mengh1mpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan 

.Anggaran (DPA) Seksi Rehabilttasi: 
h. menyiapkan bahan-banan penyusunan petunjuk teknis dan rencana 

penyelenggaraan kegiatan rehabilttasi pasca bencana: 

Pasal32 

(2) Unluk melaksanakan 1ugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sel<si 
Rehabilitasi mempunyai tungsi : 

a. Perencanaan kegiatan urusan rehabilitasi pasca bencana; 
b. pelaksanaan urusan rehabilitasi pasca bencana: 

c. Pembaglafl pelaksanaan tugas urusan rehabililasi pasca bencana; dan 
d. pelaksanaan tugas lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

lungsinya. 

(1} Seksi Rehabilitasi mempunyai lugas pokok merencanakan kegiatan, 

rnetaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan rehabilitas, pasca bencana. 

Pasal31 

ee ~ a.au membenkan pe1Un1uk kepada oawanan agar petaksanaan 1ugas 

dapat be~alan Jancar; 
ff. menifa1 hasil ke11a bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan 

karier; 
gg. metaporkan hasll pelaksanaan lugas dan/atau kegiatan kepada atasan: 

hh. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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me,, ,,ap,;an bahan clan menyusun rencana kegtatan penytapan bahan kordinasi 
re.'lab<litas, lingkungan. fas1htas1 dan keljasama rehabilitast dampak bencana · 

mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajil<an data ke<usakan akibal 

bencana: 
k. menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan daerah bencana : 
1. menyiapkan banan, melaksanakan inventansasi dan identmkasi tingkat kerusakan 

lingkungan ; 
m. menyiapkan bahan. memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbail<an 

kerusakan lingkungan : 
n. menyiapkan bahan dan rnetaksanakan inventarisasi dan identifikasi dampak 

negalif sosial psikologis masyarakat akibat bencana: 

o. menyiapkan bahan, memfasilttasi dan rnetaksanakan kerjasama pemulihan kondisi 

sosial psikologis masyarakat ; 
p. menyiapkan bahan, memfasibtasi dan metaksanakan kerjasama kegiatan 

rekonsiliasi dan resolusi konflik ; 

q. menyiapkan banan, memfasihtasi dan rnelaksanakan kerjasama pemulihan sosial. 

ekonoml clan budaya ; 
r. meny1apkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemufihan 

keamanan dan ketertiban : 
s. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan fungsi 

pemerlntahan : 

t. menyiapkan banan, memfasilitasi dan rnetaksanakan kerjasama pemulihan fungsi 
pelayanan publik : 

u. meny,apkan bahan. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja 
penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana. fas~itasi dan 

kerjasama rehabuaas! dampak bencana : 
~ melaksanakan koordinasi dengan Seksi lain; 

w. menghlmpun, mengolah can menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan 
Seksi Rehabifitasi; 

x. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja; 
y. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan; 
:z. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sekst Rehabditasi: 

aa. mempelajari, rnsmanarm Clan rnetaksanakan peraturan perundang-undangan. 

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pecloman 
dalam pelaksanaan tugas; 

bb. memberikan saran can pertlmbangan teknis bidang tugasnya kepada atesan; 
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Seksi Rekonstruksl dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Rekonstruksi ; 

b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi RekonS!ruksi ; 

c. menyiapkan banan-banan RPJPD clan RPJMD sesuai bidang tug:i~n~ ~!l.9!ll 
bahan penyusunan RPJPO dan RPJMD Kabupaten: 

d. mengumpulkan bahan-bahan L0PO tahunan can LPPD fima tahunan Seksi 

Rekonstruksi sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan 

Kabupaten; 
e. menyiapkan bahan-bahan U<PJ akhlr tahun dan akhir masa Jaba!an Bupati: 
f. rnenghimpun dan mer.gumpulkan bahan rencana strateg,s (RENSTRA) dan 

rencana kinerja (RENJA) Seksl Rekonstruksi : 

Pasal 34 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana d1maksud pada ayat (1). Seksi 

Rekonstruksi rnempunyai tungsi : 
a. Perencanaan kegiatan urusan reknostruks. pasca bencana; 
b. pelaksanaan urusan reknostruksi pasca bencana; 
c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan reknostruksi pasca bencana; dan 
d. petaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesua, dengan rugas dan 

1ungs,nya. 

I 
(1) Seksl Rekonstruksi mempunyai tugas pokok msrsncanakan kegiatan. 

melaksanakan. membag, tugas dan mengontrol urusan reknostruksi pasca 

bencana. 

Pasal 33 

cc meia,sar,akan evaluasl tugas dan mengrn11en;arrsas, permasalahan c, l;ngkup 

rugasnya serta mencan alternatif pemecahannya: 
dd. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai 

dengan kelentuan yang bertaku: 
ee. membimbing atau memberikan perunjuk kepada bawahan agar pelakSanaan tugas 

dapat beqalan lancar; 
ff. menllai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk ba.han mengembangkan 

karier; 
gg. melaporkan hasil peiaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 
hh. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oteh atasan. 
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g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (AKA) dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (OPA) Seksi Rekonstruksi: 

h. menyiapkan bahan-bahan penyusunan petunjuk teknis dan "''"''"'" 
penyelenggaraan kegiatan rekonstruksi pasca bencana: 

I. menyiapkan banan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinaSI 
rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana. serta kerjasama 

pembangunan kembali dampak kerusakan aklbat bencana: 
I· mengumpulkan. mengolah dan menganahsa data kerusakan lingkungan. sarana 

dan prasarana serta aspek-aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat : 

k. menyiapkan bahan koordinasi rekonstrukSJ sosial, ekonorru, budaya. sarana dan 

prasarana; 
l menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk tel<nis fasllitasi dan kerjasama 

pembangunan kembali dampak kerusakan bencana baik fisik maupun non Os1k, 

m. menyiapkan bahan, memfasilitasl dan melaksanakan kerjasama pembangunan 
kembali prasarana dan sarana; 

n. menyelenggarakan, mengendalil<an dan mengevaluas, kegiatan pembangunan 

kembali prasarana can sarana sosial masyarakat dan kea9amaan; 
o. menyiapkan bahan. melaksanakan inventatisasi dan idenlilikasi kerusaxan 

prasarana dan sarana umum dan keagamaan; 
p. menyiapkan bahan. memfasilitasi can rnelaksanakan kerjasama perbaikan 

prasarana dan sarana umum dan keagamaan; 
q, menyiapkan bahan, memfasilrtasi can meiaksanaxan keqasama pembangunan 

kembali sarana sosial masyarakat: 
r. menyiapkan bahan. memiasilitasl dan melaksanakan kerjasama pembangkltan 

kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; 
s, menyiapkan bahan, memfasditasi dan melaksanakan kerjasama penerapan 

rancang bangun yang tepat; 
t. menviapkan bahan. memfasilrtasi dan melaksanakan kerjasama penggunaan 

teknologi yang lebih baik dan tahan bencana: 
u. menyiapkan baban, memfasilitasi dan melaksanakan karjasama pengembangan 

parustpasi dan pecan serta lembaga dan ocganisasl kemasyarakatan. dunia usaha 
can rnasvaraxat 

v. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan 

kond1S1 sosial. ekonomi dan budaya; 

w. menyiapkan bahan, memfasititasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan 
tungsi pe!ayanan pubhk; 
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional catam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung 

jawab kepac!a Kepala Badan. 

(3) Keiompol< 1abatan tunqsional terdiri dari sejumlah teMga dalam jenjang Jabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbaga, kelompok sesuai bidang keahliannya. 

(1) Ketompok Jabatan Fungs,onat mempunyai rugas pokok melaksanakan sebagian 

kegiatan Sadan sesuai kebutuhan. 

Paragral 6 
Kelompok Jabatan Fungsional 
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x. rnenylapkan oanan. metaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja 

penyiapan bahan koordlnasl rekonslruksi sosial, ekonorm. budaya, sarana dan 
prasarana. fasilitasi dan keljasama pembangunan kembah <1ampak kerusal<at> 

akibat bencana ; 
y. melaksanakan koorclnasl dengan Seksi lain: 
z. menghimpun. mengolah dan menganalisa data serta penyajian data ha.Sil kegiatan 

Seksi Rekoostruksi : 
aa. menyusun bahan laporan akuntahilitas kerja; 

bb. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan; 
cc. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi Rekonslruksi : 

dd. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang·undangan. 
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman 

dalam pefaksanaan tugas; 

ee. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan: 
ff. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarlsasi permasalahan di lingkup 

tugasnya serta mencan altematil pemecahannya: 
gg. membagi tugas kepada bawanan untuk kelancarar, pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 
hh. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan lugas 

dapal berjalan lancar; 

ii. menilru hasd keqa bawahan secara berjenjang untuk banan mengembangkan 

xaner: 
jj. metaporkan nasn petaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan: 

t kk. metaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oten atasan . 

• 
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(1) Kepala Pelaksana Penanogulangan Bencana Daerah wajlb bertanggung jewab 
dan menyampa1kan taporan kejJada Bupab melalw Sekretaris Daerah selal<au 
Kepala Sadan. 

(2) Set,ap pimpinan satuan 0<ganisas, di llngkungan Sadan wajib bertanggung jawab 

dan menyampa,kan laporan kepada atasannya masing-masing. 

Bagian Kedua 
Pelaporan 
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(3) Set,ap pim.pinan satuan organisasi di llngkungan Sadan waj1b menerapkan pnnsrp 

koordmasi. ,ntegrasi. sinkronisas, dan s,mpbpikas 

(4) Set,ap plmp,nan satuan o,gan,sasi d, lingkungan Badan waib memiml)in dan 
membenl<an b<mbingan serta petunjuk pelal<Sanaan IUgas kepada bawahan . 

(2) Penyelenggaraan tugas pokok dan rungs! Badan dilaksanal<an olel> para Kopala 

Bu:tang, para Kepala Seks,, Kepala UPT Sadan dan Kelompok Jabalall Fungsional 

menurut bodang tugasnya maslng-masing. 

(1) Hal·hal yang menj8dl tugas pol<ol< Sadan merupakan salU kesatuan yang bdak 
dapat dlplsahkan. 

BAB JV 
TATA KERJA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 36 

(41 Se1,ap kelompok 1aba:an •-"IOS,O'l8l dp.-oin 01eh 5e0rang tenaga tungslOl'lal 
senior yang d11unjuk di antara tenaga lungs•onal yang ada Oi hnglrungan Sadan 

(5) Pembenlukan Jaba1an tu~ o,1eta;J<at1 berOasat1<an a,ra,_ """5 _..,....,, 

dan beban kerianya 

(6) Jen,s dan Jetljang jaoatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan 

yang ber1aku. 



Pembiayaan Sadan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bekasi. 

BABVI 
PEMBIAYAAN 
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(4) Ketentuan-ketentuan lain mengena, kepegawaian diatur berdasar1<an peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah waj,b memperhabl<an 
pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai peraturan - 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan 

pembinaan. pengawasan melekat dan membuat Oattar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan (DP3) sesuai peraniran perundang-undangan yang bertaku. 

(1 J Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah diangkat Clan drberhenbl<an 

oteh Bupati berdasarkan usulan Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan. 

BABV 
KEPEGAWAJAN 
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(2) Apa.bile Sekretaris berhatangan, Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana 

Daerah dapat menunjuk sa.lah seorang Kepala Bidang sesual bldang tugas 
dan/atau kemampuan. 

(1) Sekretaris mewakili Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah apabila 
berhalangan datam menjalankan tugas. 

Bagian Ketiga 

Hal Mewakili 
Pasal 38 

(3) Pengaturan mengena, Jen,s laporarl dan cara penyan-,paiaMya berpedOP1an caca 

xeternuan yang berlaku. 
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Ditetapkan di Cil<arang Pusat 
paca tangga!. t.: Juli 2~11 

Peraturan lni mulal bertaku pada 1anggat diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunda~gan Peraturan ini dengan 
penempatannya datam Berita Daerah Kabupaten Bekasi. 
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(1) Hal·hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan iru sepanjang mengenai teknis 

pelaksanaannya akan diatur kemudian 

(2) Dengan bertakunya Peraturan ini maka peraturan lain yang mengatur hal-llal yang 
sarna dlcabut can dinyatakan tidak berlaku lagt 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal41 


